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Abstrak: Secara historis, sejak awal
kedatangannya ke Indonesia etnis
Tionghoa tidak lepas dari masalah
konflik dengan kaum pribumi.
Perbedaan kebudayaan dan keunggulan
perekonomian serta sejumlah
keeklusifan etnis Tionghoa telah
menimbulkan sterotif negatif yang
berkembang di masyarakat. Pemerintah
mencoba mengatasi permasalahan ini
dengan memberikan kebijakan asimilasi.
Paham asimilasi ini diterapkan dengan
tujuan agar etnis Tionghoa secara
individual mendekatkan diri pada suku
setempat sehingga eksklufisme
golongan tersebut dapat dihapuskan.
Namun, kebijakan ini dianggap tidak
manusiawi karena terjadi diskriminasi
etnis dan pelanggaran HAM. Sebagai
negara yang multietnis-dimana terdapat
penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia, maka diskrimianasi etnis perlu
dihilangkan. Kebijakan asimilasi
dihilangkan dengan dikeluarkannya
beberapa Peraturan Pemerintah dan
Keputusan Presiden yang isinya adalah
pemberian kebebasan pada Etnis
Tionghoa dalam mengekspresikan
kebudayaan leluhurnya. Keppres RI No.
19 tahun 2002 tentang Penetapan
Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur
Nasional menjadi momentum penting
bagi Etnis Tionghoa di Indonesia, di
mana terdapat pengakuan atas
keberagaman etnis, budaya dan agama
serta pintu keterbukaan dalam
mengekspresikan kebudayaan leluhur
telah dipayungi hukum.
Kata-Kata Kunci: kran demokrasi, etnis
Tionghoa Indonesia.
PENDAHULUAN
Imigran Cina datang ke Nusantara
sudah beratus-ratus tahun yang lalu.
Pola imigrasi ke Jawa terbentuk secara
individu atau kelompok kecil kurang dari
lima orang. Hingga akhir abad XVIII
wanita Cina sedikit yang ikut dalam
migrasi. Keadaan ini mulai berubah
pada abad XIX yang menarik para
imigran dalam skala lebih besar. Daerah
asal imigran Cina berasal dari dua
provinsi, yaitu Fuhkien (Hokkien) dan
Kwantung (Kanton). Orang-orang Cina
kemudian menempati daerah
Kalimantan Barat, Deli, Bangka,
Belitung, Riau dan Jawa. Pada abad
XVIII, VOC menarik orang Cina
khususnya yang berada di Banten ke
kota Batavia dengan suatu janji akan
ada keuntungan ekonomi yang bisa
diperoleh orang Cina dari kota dagang
tersebut tetapi lambat laun kehadiran
orang-orang Cina bukan sekedar
menjadi penghuni kota melainkan juga
saingan VOC. Oleh karena itu, timbul
usaha untuk menghambat langkah
sukses orang Cina di Batavia dengan
melakukan pembantaian terhadap orang
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Cina antara tahun 1740-1742. Orang-
orang Cina yang lolos dari pembantaian
kemudian menyelamatkan diri ke Jawa
Tengah (Benny Juwono, 1999: 59-61).
Kehidupan Etnis Tionghoa di
Indonesia sejak awal kedatangannya
sampai dengan sekarang tidak lepas
dari masalah SARA (Suku, Agama, dan
Ras). Banyak tindakan kekerasan,
bentrokan fisik dan rangkaian tindakan
kekerasan lainnya yang terjadi antara
pribumi Jawa dengan minoritas
Tionghoa. Sejumlah sterotif negatif
tertentu mengenai karakter masyarakat
Etnis Tionghoa berkembang dalam
masyarakat Indonesia. Charles A.
Coppel (1994: 26) menilai berbagai sifat
negatif yang dimiliki Etnis Tionghoa,
yaitu: “Orang Tionghoa suka
berkelompok-kelompok, menjauhkan diri
dari pergaulan sosial dan lebih suka
tinggal dikawasan tersendiri, berpegang
teguh pada kebudayaan leluhurnya,
kesetiaan Etnis Tionghoa pada
Indonesia sangat meragukan dan
orientasi mereka hanya pada uang,
menghalang-halangi kebangkitan
golongan pengusaha nasional atau
pribumi”.
Akibat dari sterotif negatif yang
berkembang dimasyarakat, maka Etnis
Tionghoa selalu menjadi korban
kerusuhan yang terjadi di Indonesia.
Kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di
Jakarta, Surakarta, dan beberapa kota
lainnya, Etnis Tionghoa tidak lepas dari
sasaran warga. Etnis Tionghoa menjadi
sasaran penjarahan, pembakaran toko-
toko, pemerkosaan dan tindakan
kekerasan lainnya.
Bahkan konflik antara Etnis
Tionghoa dengan pribumi di daerah
yang menjadi pusat dagang pecinan
seperti Surakarta telah terjadi sejak
adanya konflik kultural dalam
masyarakat Surakarta yang bersumber
dari ketidakharmonisan hubungan
antara kutub budaya-atas tradisional
yang berpusat dikeraton dengan kutub
budaya-tengah kesaudagaraan yang
berpusat di Laweyan dan Pecinan
(Anggit Nugroho dan Bambang Harsri
Irawan, 1998: 6).
Konflik yang berakhir dengan
tindakan kekerasan terhadap Etnis
Tionghoa telah menimbulkan
keresahan, ketakutan, dan gangguan
keamanan bagi golongan minoritas ini.
Sehingga ketika terjadi kerusuhan yang
menyangkut Etnis Tionghoa banyak
kalangan dari mereka yang pergi ke luar
negeri untuk menyelamatkan diri.
Negara yang menjadi tujuannya adalah
negara leluhur mereka yaitu ke RRC.
PEMBAHASAN
Secara tidak langsung telah
terjadi kebijakan asimilasi yang
dilakukan oleh pemerintah sejak
Presiden Soekarno sampai dengan
Megawati Soekarno Putri, yaitu melalui
beberapa kebijakan seperti Instruksi
Presiden dan beberapa Peraturan
Pemerintah lainnya menyangkut
kebudayaan dan hak-hak
kewarganegaraan etnis Tionghoa di
Indonesia.
Pada awal tahun 1960-an,
dikalangan WNI keturunan Tionghoa,
terdapat perbedaan sikap mengenai
keberadaannya sebagai bagian dari
bangsa Indonesia, yaitu paham asimilasi
dengan integrasi “ke-Cina-an” sebagai
suku yang sederajat dengan suku-suku




Menurut Piagam Asimilasi yang
dicetuskan pada “Seminar Kesadaran
Nasional” tanggal 13-15 Januari 1961
yang menyatakan bahwa yang
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dimaksud dengan asimilasi bagi WNI
keturunan Cina adalah: “Masuk dan
diterimanya orang seorang yang berasal
dari keturunan Tionghoa ke dalam tubuh
bangsa (nation) Indonesia tunggal
sedemikian rupa sehingga akhirnya
golongan semua yang khas tidak ada
lagi (Nurhadiantomo, 2003: 201).
Kebijakan terhadap Etnis
Tionghoa pada masa pemerintahan
Soekarno mengalami pasang surut. Hal
ini terkait dengan masalah politik yang




dijinkan tetapi di bawah pengawasaan
yang ketat, kesenian-kesenian Tionghoa
sebelum tahun 1967 cukup banyak
tetapi ketika pecah pemberontakan G 30
S/ PKI di Jakarta, kebudayaan Tionghoa
mendapat imbasnya yaitu adanya
pelarangan terhadap budaya Tionghoa
di Indonesia.
Kebudayaan Tionghoa pada masa
pemerintahan Soeharto tidak dijinkan
berkembang, orang-orang Tionghoa
hanya boleh melakukan kegiatan
keagamaan dalam lingkungan sendiri
dan tidak boleh diperlihatkan pada
umum.
Presiden Soeharto mengeluarkan
PP tahun 1967, yang menyatakan
bahwa: “…agama, kepercayaan dan
adat istiadat Cina (di Indonesia) yang
berasal dari tanah leluhur mereka
dengan berbagai manifestasinya
dianggap sebagai hambatan jalannya
asimilasi secara wajar” (Leo
Suryadinata, 1986: 169).
Keberadaan Tahun Baru Imlek
dan upacara ritual kebudayaan
Tionghoa pada masa pemerintahan
Presiden Soeharto praktis tidak diakui.
Selama 32 tahun Etnis Tionghoa
kehilangan identitas ketionghaan
mereka. Presiden Soeharto menganut
pembaruan dalam arti asimilasi.
Asimilasi atau assimilation adalah
proses sosial yang timbul bila ada; (1)
golongan-golongan manusia dengan
latar belakang kebudayaan yang
berbeda-beda, (ii) saling bergaul
langsung secara intensif untuk waktu
yang lama, sehingga (iii) kebudayaan
golongan-golongan tadi masing-masing
berubah wujudnya menjadi unsur-unsur
kebudayaan campuran.
Biasanya golongan tersangkut
dalam suatu proses asimilasi adalah




dalam hal ini mengubah sifat khas dari
unsur-unsur kebudayaannya dan
menyelesaikannya dengan kebudayaan
dari golongan mayoritas sedemikian
rupa sehingga lambat laun kehilangan
kepribadian kebudayaannya dan masuk
ke dalam kebudayaan mayoritas
Indonesia.
Perlakuan terhadap etnis
Tionghoa bersifat diskriminatif dengan
ditunjang beberapa keputusan Presiden
Soeharto, antara lain:
1. Keputasn Presidium Kabinet No. 127/
4/ Kep/ 12/ 1966/ mengenai ganti
nama WNI yang memakai nama
Cina;
2. Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967
tentang Agama, Kepercayaan, dan
adat istiadat Cina;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/
U/ IN/ 6/ 1967 tentang Kebijaksanaan
Pokok Masalah Cina;
4. Petunjuk-petunjuk Presiden RI
tentang Pelaksanaan Pasal 7, 8, dan
9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/
U/ 6/ 1967;
5. Keputusan Presiden RI. No. 240
tahun 1967 tentang Kebijaksanaan
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Pokok yang menyangkut Warga
Negara Indonesia Keturunan Asing;
6. Undang-Undang No. 4 tahun 1969
tentang Pernyataan Tidak Berlakunya
UU No. 2 tahun 1958 tentang
Persetujuan Perjanjian antara RI
dengan RRC mengenai soal
Dwikewarganegaraan;
7. Surat Edaran Departemen
Kehakiman tentang Penyelesaian
Soal-Soal Kewarganegaraan RI
tertanggal 1 Juli 1969;
8. Keputusan Presiden RI No. 13 tahun
1980 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan
Kewarganegaraan RI, tertanggal 11
Februari 1980
Pemerintah Orde Baru melalui
Badan Koordinasi Masalah Cina
(BKMC) dan Badan Koordinasi Intelejen
Negara (BAKIN) telah menerbitkan buku
Pedoman Penyelesaian Masalah Cina,
pada bagian pendahuluan antara lain
disebutkan: “…(4) Maka sejak tahun
1928 sebenarnya bangsa Indonesia
sudah terbentuk dan sejak itu pula
mulainya pembangunan bangsa (nation
building) Indonesia dalam rangka
dekolonisasi.
Proses dekolonisasi tidak berhenti
dengan pengakuan kemerdekaan
bangsa Indonesia tetapi hingga kini
masih berlanjut dalam bentuk-bentuk
usaha pembangunan, antara lain: (a)
perombakan hukum kolonial yang
memenuhi aspirasi bangsa; (b)
perombakan tata masyarakat kolonial
dan membangun tata masyarakat
sesuai dengan ideologi Pancasila; (c)
perombakan tata ekonomi kolonial dan
ke arah tata ekonomi nasional sesuai
dengan Pancasila dan tuntutan jaman.
Juga menyelesaikan masalah-masalah
kelompok-kelompok minoritas dalam
masyarakat Indonesia yang majemuk,
termasuk keturunan asing, merupakan
bagian yang integral dalam
pembangunan bangsa Indonesia
(Nurhadiantomo, 2003: 203).
Jika pada zaman penjajahan
diadakan pemisahan dan perbedaan-
perbedaan perlakuan terhadap
kelompok-kelompok etnis di Indonesia,
maka dekolonisasi maupun Sumpah
Pemuda menghendaki hapusnya
perbedaan-perbedaan itu terutama
perbedaan yang menghambat atau
menghalang-halangi terwujudnya
kehidupan masyarakat yang harmonis.
Pembinaan bangsa mengarah pada
persatuan dan kesatuan bangsa.
Kebijakan Pasca Orde Baru
Kebijakan asimilasi sebagaimana
telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Orde Baru yang sering disebut “asimilasi
rekayasa” lebih bermuatan sosial-
budaya.
Makna sosial-budaya adalah
dunia simbolik, dalam arti dunia simbolik
yang terkait dengan dunia sosial seperti
pergantian nama, bahasa, dan agama
(kepercayaan); serta bukan sosial
budaya atau kebudayaan dalam arti
perilaku manusia dalam masyarakat
yang telah terpola sedemikian rupa.
Semua peraturan yang berkaitan
dengan Etnis Tionghoa pada masa
pemerintahan Presiden Soeharto
dirasakan tidak manusiawi karena
menyangkut diskriminasi ras atau etnis
sehingga merupakan pelanggaran HAM.
Presiden Habibie kemudian
mengeluarkan beberapa instruksi yang
membatalkan peraturan-peraturan yang
bersifat diskriminatif seperti yang
tertuang dalam Instruksi Presiden RI
No. 26 tahun 1998. Isinya, pertama,
mengenai penghentian penggunaan
istilah pribumi dan non-pribumi dalam
semua perumusan dan
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penyelenggaraan kebijakan,
perencanaan program atau pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. Kedua, memberikan
perlakuan berbeda atas dasar suku,
agama, ras, ataupun asal-usul. Ketiga,
meninjau kembali dan menyesuaikan
seluruh peraturan perudang-undangan,
kebijakan, program, dan kegiatan yang
selama ini telah ditetapkan dan
dilaksankan, termasuk dalam pemberian
layanan perijinan usaha, keuangan/
perbankan, kependudukan, pendidikan,
kesehatan, kesempatan kerja, serta
penentuan gaji atau penghasilan dan
hak-hak pekerja lain (Tempo, 20
Februari 2000: 56).
Tujuan dari dikeluarkannya
instruksi tersebut adalah agar tidak
mempertajam perbedaan antara kedua
golongan Tionghoa dengan pribumi.




menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000
yang mencabut Inpres No. 14 tahun
1967 tentang agama, kepercayaan, dan
adat istiadat Cina.
Terbitnya Keppres ini, maka
perayaan Konghuchu ataupun aktivitas
kebudayaan warga Cina lainnya tidak
perlu lagi ijin khusus. Keppres tersebut
memberikan kebebasan bagi Etnis
Tionghoa untuk menjalankan berbagai
macam bentuk kebudayaannya. Hal
tersebut seolah-olah menjadi titik balik
yang menentukan kembalinya hak-hak
budaya etnis Tionghoa.
Perayaan-perayaan pesta agama
dan adat-istiadat Tionghoa yang dulu
dibelenggu kini dapat dirayakan di
mana-mana. Selanjutnya pemerintah RI
mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Agama RI No. 13 tahun 2001 yang
menetapakn Hari Raya Tahun Baru
Imlek sebagai Hari Libur Fakultatif,
mengijinkan libur bagi pelajar dan
pegawai etnis Tionghoa yang sedang
merayakan Imlek, kemudian tahun 2002
Presiden Megawati melalui Keppres RI
No. 19 tahun 2002 menetapkan Tahun
Baru Imlek menjadi Hari Libur Nasional.
Keputusan Presiden ini disambut
baik oleh kalangan Etnis Tionghoa di
Indonesia. Seperti yang dikemukan oleh
aktivis bidang sosial Majelis Agama
Konghucu Indonesia (MAKIN) cabang
Surakarta: “Kami menyambut gembira
Keppres ini karena kebudayaan Etnis
Tionghoa sekarang dapat diekspresikan
dengan terbuka” (wawancara dengan
Adjie Candra, 11 Juni 2004).
Kebijakan mengenai kebebasan
etnis Tionghoa dalam mengekspresikan
kebudayaannya lebih dirasakan lagi
oleh Etnis Tionghoa yang beragama
Konghucu. Bagi mereka Tahun Baru
Imlek merupakan salah satu dari
upacara ritual agama Konghucu.
Tradisi Tahun Baru Imlek (Sin
Chia) bagi Etnis Tionghoa adalah
bagian dari budaya leluhur dan budaya
budaya bukan sekedar bagian dari
produk interaksi sosial tradisi turun
temurun tetapi dalam masyarakat
primordial Tionghoa yang sangat kental
mempercayai animisme dan pantheisme
(penyembahan alam), maka tahun baru
bukan sekedar ritual tahunan bulan dan
secara budaya saja tetapi budaya yang
sekaligus menyatu dengan kepercayaan
(agama) akan roh-roh nenek moyang,
mahluk halus dan kehidupan sesudah
mati (reinkarnasi) dan disebut budaya
religi.
Kebijakan ini lebih dimaknai
sebagai upaya untuk menumbuhkan
semangat kebersamaan sebagai warga
negara dan rakyat Indonesia, mengajak
seluruh bangsa Indonesia harus terus
bersatu mengembangkan sikap saling
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menerima dan menghormati perbedaan
yang memang merupakan satu
kenyataan.
Penetapan Tahun Baru Imlek
menjadi Hari Libur Nasional maka dapat
menghilangkan perasaan bahwa asal-
usul, ras, dan suku bangsa Indonesia
lebih terhormat dari yang lain.
Keragaman asal usul, ras, agama, adat
istiadat, dan bahasa harus tetap
dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.
Karena keragaman yang diwujudkan
dalam kebhinekaan bukan hadir begitu
saja akan tetapi dibentuk dengan
kesepakatan dan kebulatan pikiran dan
tekad seluruh bangsa.
Keputusan Presiden Megawati
mengenai ditetapkannya Tahun Baru
Imlek menjadi Hari Libur Nasional
merupakan sebuah pengakuan atas
keberagaman etnis, budaya dan agama
di Indonesia. Karena demi persatuan
dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia




diterapkan oleh pemerintah dalam
menangani Etnis Tionghoa di Indonesia
telah menimbulkan diskriminasi ras.
Paksaan terhadap Etnis Tionghoa
untuk melebur dalam budaya Indonesia
telah menyebabkan mereka kehilangan
kepribadian dan identitasnya.
Sebagai etnis yang telah
menyatakan dirinya bagian dari bangsa
Indonesia maka seharusnya mendapat
perlakukan yang sama dengan suku-
suku lain dalam menjalankan adat
istiadat dan agamanya.
Sebagai bangsa yang multi etnis-
maka perbedaan adalah suatu
kenyataan yang harus diterima, dihargai
dan dihormati.
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